
Disampaikan Dalam RAKORDAL Triwulan III 
Kabupaten Kotawaringin Barat  

Rabu, 11 Oktober 2018 
 



Tupoksi Badan Pendapatan Daerah 

pada dasarnya adalah penanganan 
perpajakan daerah dan koordinasi serta 
kompilasi (laporan) penerimaan PAD 
berupa retribusi daerah yang ditangani 
oleh Dinas/Badan teknis (25 SKPD)  



REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  

Sumber Data : Aplikasi Simkada Per 30 September 2018 



REALISASI PAJAK DAERAH 

Per 30 September 2018(Sumber : Rekap Manual Bapenda) 



KENDALA DAN PERMASALAHAN TERKAIT 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
1. Kendala pada dasarnya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang belum 

sepenuhnya mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 
daerah dan retribusi daerah, misalnya basis data yang terus menerus 
dalam proses pemutakhiran dan validasi, kecepatan proses 
penyelesaian Perda-Perda yang berkaitan langsung atau tidak langsung 
dengan PAD relatif belum secepat keinginan daerah serta kondisi 
perilaku wajib pajak yang perlu terus menerus dibangun untuk menjadi 
masyarakat taat bayar pajak. 
 

2. Dukungan para pihak terutama asosiasi-asosiasi seperti Hotel, 
restoran, walet, dll yang terus menerus perlu dioptimalkan. 

 
 



HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK 
PENINGKATAN PAJAK DAERAH 

 
1. E-PBB, saat ini pembayaran PBB dapat dilakukan secara online melalui 

ATM, Teller, dan  sms Banking BNI, saat ini baru Bank BNI yang siap.  
 

2. Penyusunan Zona nilai Tanah (ZNT) sedang dalam proses, diharapkan 
sebelum akhir tahun telah rampung dan akan diintegrasikan dengan 
aplikasi e-PBB 
 

3. Tim Yustisi 
 
 




